
QUBERYUR SULAWESI TENGQARA 
PERATURAN 

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA 
NOMOR: ( TAHUN 2014 

TEN TANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI 
TENGGARA NOMOR 91 TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN 

HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR 
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 

Menimbang a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri 

Pertanian Republik Indonesia Nomor 103/Permentan/ 

SR.130 / 08/2014 ten tang Peru bahan atas Peraturan 

Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 

122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan 
dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi 

untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 maka 

kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk 

Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 

yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur 

Sulawesi Tenggara Nomor 91 Tahun 2013 perlu 

dilakukan penyesuaian; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Perubahan Atas 

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 91 Tahun 

2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi 

(HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 

Anggaran 2014. 



Mengingat 
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1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I 

Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang 
Nomor 4 7 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I 

Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem 

Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3478); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan 

Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4297); 

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang 
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4411); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

tentang 

Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
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7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); 

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang 

Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5170); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang 

Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4079); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

l l. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang 

Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam 

Pengawasan; 

12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 

Nomor 634/ MPP/Kep/9/ 2002, tentang Ketentuan dan 

Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang 
beredar di pasar; 

13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/ 

OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja 

Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung 
Ketahanan Pangan; 

14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/ 

OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan 

Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An ­ 
Organik; 
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15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239 /Kpts/ 

OT.210/ 4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk 
An- Organik; 

16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02 / Pert / HK. 

060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembedah 

Tanah; 

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M­ 

DAG/PER/ 6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran 

Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian; 

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 103/Permentan/ 

SR.130/8/2014 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/ 

Menetapkan 

SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran 

Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian 

Tahun Anggaran 2014. 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 91 

TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN 

TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR 

PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi 

Tenggara Nomor 91 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan 

Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk 

Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 ( Serita Daerah 

Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 91) di ubah 

sebagai berikut: 

1. Ketentuan pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga 

pasal 3 Selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 3 

(1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan 

anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan 

mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan 

oleh Pemerintah Daerah Provinsi serta alokasi anggaran 

subsidi pupuk tahun 2014. 

(2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dirinci menurut Kabupaten / Kota, jenis dan 

jumlah menjadi sebagai berikut; 

(Ton) 

No. Subsektor Urea SP-36 ZA NPK Organik 

1. Tan. Pangan 14.016 5.480 2.891 10.899 3.725 

2. Holtikultura 1.039 441 226 1.648 449 

3. Perkebunan 2.740 1.437 1.266 3.114 687 

4. Petemakan 555 221 117 340 139 

5. Perikanan 650 421 - - - 
budidaya 

Jumlah 19.000 8.000 4.500 16.000 5.000 

(3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) dan (2) dirinci menurut jenis pupuk dan sebaran 

Kabupaten/Kota menjadi sebagai berikut; 

(Ton) 

No. Kab/Kota Urea SP-36 ZA NPK Organik 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Kendari 220,26 96,88 112,77 44,64 46,29 

2. Konawe 4.236,20 2.031,81 656,09 3.878,66 1.419,97 

3. Konsel 3.116,14 1.404,97 684,09 2.239,50 746,86 

4. Kolaka 4.306,38 1.561,32 1.178,33 3.073,15 965,03 

5. Bombana 2.715,24 912,22 653,36 1.464,05 555,00 

6. Bau-bau 587,41 227,24 113,40 703,91 224,91 

7. Buton 566,33 128,26 - 423,03 104,10 

8. Muna 556,55 382,48 296,61 864,82 193,59 

9. Kolut 2.062,20 1.000,93 584,65 1.907,44 627,08 

10. Wakatobi - - - - - 
11. Konut 487,07 153,67 211,42 741,53 76,87 

12. Butur 146,38 96,86 9,31 659,44 40,08 

Jumlah 19.000 8.000 4.500 16.000 5.000 
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Pasal II 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Serita 

Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. 

Di tetapkan di Kendari 
Pada tanggal 22 - ( ­ 

GUBERNURS 

4 
NUR ALAM 

Diundangkan di Kendari 
Pada tanggal 22- 8 2014 

LUKMAN ABUNAWAS 

BERITA DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA 
TAHUN 2014 NOMOR ....4.............. 

2014 


